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Abstrak

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan

Penerima Tunjangan Tahun 2026, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Sambas Tahun 2026;

Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah

sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il Tanah Laut, Daerah Tingkat 1l Tapin dan Daerah
Tingkat 1l Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



10.

11.

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun



2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2020 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor
56);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 6);

13. Peraturan Bupati Sambas Nomor 72 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 72);

14. Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini
adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan umum penerima THR dan Gaji Ke-13 meliputi
PNS, CPNS, PPPK, Pejabat Negara (Bupati dan Wakil
Bupati), Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Penerima
Tunjangan (gaji terusan);

2. Komponen THR dan Gaji Ke-13 bagi PNS, CPNS, PPPK,
Pejabat Negara, dan Anggota DPRD yang bersumber dari
APBD;

3. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
yang mencakup tambahan penghasilan (TPP) sebesar 50%
dari yang diterima pada bulan berkenaan bagi PNS;

4. Waktu pembayaran THR yang dibayarkan paling cepat 10
hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri 1447 H dan Gaiji
Ketiga Belas paling cepat pada bulan Juni 2026;

5. 5. Ketentuan pemotongan pajak penghasilan yang
ditanggung pemerintah daerah untuk komponen gaji serta
ditanggung penerima untuk komponen tambahan
penghasilan, serta bebas potongan iuran.

Catatan . Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2026 dan
diundangkan pada tanggal 6 Maret 2026;



